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KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : 6% /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/XI/2025

TENTANG
POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

1. Bahwa dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi
pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. -Bahwa-dalam-menilai kualitas-perencanaan-dan-pengukuran-kinerja

organisasi secara berjenjang memerlukan penjabaran dan

‘penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja
organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai;

3. Bahwa dalam rangka penyelarasan sasaran strategis dan indikator
kinerja sesuai Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Periode Tahun 2025-2029,

4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka
perlu ditetapkan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Penibangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
-Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
"Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

10. Peraturan -Menteri -Pendayagunaan -Aparatur -Negara -Nemer
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
2025-2029;

15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
878 /SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di Bawahnya;

16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
dan

17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.
Pertama :  Pohon kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit
organisasi sampai dengan individu pegawai di lingkungan Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA.

Kedua : Pohon kinerja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
penjenjangan kinerja guna mendukung pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Dumai kelas IA.

Ketiga : Pohon kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
sebagai acuan dalam mencapai target kinerja Pengadilan Negeri Dumai
Kelas IA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 6 November 2025

|} KETUA RENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, ¥

|

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di
Jakarta.
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13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
167/KMA/SK.RA1.3/1X/2025 tanggal 16 September 2025 tentang
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
2025-2029;

15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
878 /SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di Bawahnya;

16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
dan

17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.
Pertama :  Pohon kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit
organisasi sampai dengan individu pegawai di lingkungan Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA.

Kedua : Pohon kinerja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
penjenjangan kinerja guna mendukung pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Dumai kelas IA.

Ketiga : Pohon kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
sebagai acuan dalam mencapai target kinerja Pengadilan Negeri Dumai
Kelas IA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal +.6 Ngvember 2025
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KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS 1A,

i

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di
Jakarta.

Sl

itiicnn Ke 1 Penoadiion Ne JeN il Kelas (A 2
FLUIOEL ‘\",ﬂ{}i; Cliyaueiiigis INTYCH (FAvIREiCr C ™ .



’—-—__-

MAHKAMAH AGUNG

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kela 1A

Nomor :
Tanggal :6 November 2025

Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung
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Memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan

Menjaga Kemandirian Pengadilan i
Negeri Dumai Kelas IA i
]

i\\ﬁﬁ

Meningkatkan kualitas kepemimipinan
Pengadilan Negeri Dumai Kelas [A

i Kelas IA

Meningkatkan kredibilitas dan

transparansi Pengadilan Negeri Dumai
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Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,
akuntabel, responsif dan modern

publik

Meningkatnya tingkat kenyakinan dan kepercayaan

B
L

Profesional

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Tranparan dan
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Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan
Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

v

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan

s

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan
Profesional

<

v

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen

#

~

\

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,
akuntabel responsif dan moldern

Meningkatnya tingkat kenyakinan dan
kepercayaan publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang
Tranparan dan Profesional
|
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1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat
waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar

Indeks

kepuasan pengguna
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satuan Kerja Pengadilan

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)

layanan  pengadilan 1.

putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu
oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana
tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori
putusan.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan
perdata.

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
pendekatan keadilan restoratif.

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui

diversi

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang

menggunakan e_Court.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara
elektronik (e-Berpadu)

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara
elektronik (e_Berpadu).

10.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA
005.01.400327)

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA
005.03.400328)

6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
Pengadilan.
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Pimpinan

Pimpinan
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1 i Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara Melaksanakan tugas pengawasan
) : .
[ I ¢ v

= g i Terlaksananya efektivitas dalam menerima, memutus dan Terlaksananya pengawasan bidang

] menyelesaikan perkara yang diterima
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| | Persentase perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan tepat Perapnitsise pengamwamas bidang yang ditindsidaniod
1 |
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Pimpinan (Sasaran 2)
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Pimpinan (Sasaran 1) Pimpinan (Sasaran 3)

Pimpinan (Sasaran 3)

PANITERA
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi
perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara
secara efektif dan efisien

Pimpinan (Sasaran 1)

v

SEKRETARIS
Melaksanakan organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana
dan prasarana secara efektif dan efisien

v

Peningkatan penyelesaian perkara dan index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan pengadilan

Peningkatan pemberian dukungan di bidang administrasi dan index
persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan

v

1. Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pelkasanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis

yang ditindaklanjuti;

2. Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
dan pidana yang tepat waktu;

3. Persentase pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan tepat
waktu;

4. Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara
transparan dan tepat waktu;

Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang
transparan, akuntabel dan tepat waktu;

Persentase penyelsaian minutasi perkara dan pengelolaan arsip
perkara;

Persentase pelaksanaan eksekusi perkara;

Persentase pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan

o o

® N

.

—

Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

perencanaan program dan anggaran;

Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian;

Persentase pelaksanaan urusan keuangan;

Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penataan

organisasi dan tata laksana;

Persentase pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan

perpustakaan;

7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti;

8. Persentase pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang dilaksanakan tepat waktu.

Rl

oo
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Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris)

Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)
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ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN, PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA
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Eselon III (Panitera) S \
PANMUD PERDATA PANMUD PIDANA PANMUD HUKUM PANITERA PENGGANTI
Melaksanakan administrasi i ; sd : JURUSITA
claksanaxan. a Melaksanakan administrasi perkara Melaksanakan administrasi Melaksanakan dukungan Melaksan. Siskysn
perkara di bidang perdata di bidang pidana perkara di bidang hukum persidangan ke
A 4 v 4 ¥ v
Terlaksananya administrasi Terlaksananya administrasi perkara Terlaksananya pengelolaan data Terlaksananya dukungan Terlaksananya dukungan
perkara dibidang perdata di bidang pidana secara efektif perkara pengarsipan, humas dan persidangan persidangan
P pelaPoran t
: v T I
v v

1. Persentase pemeriksaan dan
penelaahan kelengkapan
berkas perkara perdata yang
tepat waktu;

2. Persentase registrasi perkara
perdata yang tepat waktu;

3. Persentase distribusi perkara
perdata secara tepat waktu;

4. Persentase pemberitahuan isi

1. Persentase pemeriksaan dan
penelaahan kelengkapan berkas
perkara pidana yang tepat waktu;

2. Persentase register perkara
pidana yang tepat waktu;
3. Persentase distribusi perkara

pidana secara tepat waktu;
4. Persentase penerimaan dan
pengiriman berkas perkara yang

Persentase pengelolaan data
perkara yang akurat;

Persentase penyajian statistik
perkara yang akurat;

Persentase penyusunan dan
pengiriman pelaporan perkara
yang terdokumentasi baik dan

1. Persentase
penerimaan berkas

perkara;

2. Persentase mencatat
jalannya sidang
pengadilan;

3. Persentase
membuat berita

1. Persentase membuat
relaas panggilan dan
pemberitahuan;

2. Persentase membuat
penetapan
Aanmaning;

3. Persentase
melaksanakan Sita
Eksekusi;

putusan tingkat pertama : X d tepat waktu; acara sidang;
kepada para pihak yang tidak e g sl Persentase penataan, 4. Persentase minutasi 4 Persentase
hadir; PEIUTUALATL eI ’ penyimpa.na.n dan perka_ra me Sa'n an
5. Persentase nyampaian B (Persciisse pelalaanann pemeliharaan Arsip perkara i Eksekusi;
: pemberitahuan pe yputﬁxsan pemberitahuan  isi  putusan —— dokumentagi baik: 5. Persentase
. . : tingkat pertama kepada para yang g mendampingi Majeli
tingkat banding, kasasi dan pihaleyeng ek b Persentase penanganan ' pingi Majelis
pz:nj?;:l? kembuli kepada 6. Persentase  persetujuan  izin informasi; melalcsanalkas
6 I;Pgersel;’ltase’ enerimaan dan penyitaan/penggeledahan a1 Persentase PenRganss pemeriksaaan
. engiriman pberkas erkara perpanjangan penahanan melalui pt.er.lgaduan. . yang setempat;
pang1 dimohonkan bl;ndin e-Berpadu; ditindklenjutl secara: fepat 6. P ta’
{:asgsi dan enin'aua% 7. Persentase pelaksanaan verifikasi waktu. . ersentase
bl peniny izin besuk melaui e-Berpadu; menyampaikan
7 Persentz;se elaksanaan 8. Persentase pelaksanaan penswaras
’ enerimaan konsi?l asi: pemberitahuan putusan tingkat peml?ental.)uan
8 gersentase pglak;anaa.n banding, kasasi dan peninjauan konsinyasi.
penerimaan permohonan kembeli kepad.a jeksa dan
eksekusi: penasehat hukurp,
9. Persentase pelaksanaan 9. Porsentase penyimpanan berkasf
penyimpanan berkas perkara perkara yang belum mempunyai
yang belum mempunyai 10 l;ekuatan hukum tetip, —
kekuatan hukum tetap; . Persentase penyerahan rkas
10. Persentase pelaksanaan perkara yang sudah berkekuatgn
penyerahan berkas perkara ﬁzglfi:teraan Iflitlism' kepada
iirllc%xm SUdatl; tapberkell:: :;32 11. Persentase pelaksanaan WASMAT
1 2
Kepaniteraan Hukum; ke rutan/inpas
Pelaksana Bagian Kepaniteraan /7
Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)
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Eselon III (Sekretaris) ~
A \ 4 A A
PRANATA PRANATA KEUANGAN
KASUBBAG PTIP KASUBBAG UMUM DAN e KOMPUTER APBN ooy
Melaksanakan Penyiapan KEUANGAN Melaksanakan Penviapan Melaksanakan kegiatan s patast
Bahan Pelaksanaan Melaksanakan Penyiapan Bahan Peraksan aafll l})rusan Melaksanakan analis pengelolaan alpEns
Urusan Perencanaan,TI Bahan Pclaksanaan Umum Keveusmwsan, Pens kegiatan teknologi keuangan
dan Pelaporan dan Keuangan 0 p ]ga ’ Informasi berbasis
komputer

L v 1 L 1 <

A 4 n 2 v v \ 4 v
Terlaksananya penyiapan Terlaksanan .

. ya Penyiapan Terlaksananya ; Terlaksananya
bahan pelaksanaan ’lgzllaks;ntaanky a Penyuépan Bahan Pelaksanaan Urusan kegiatan teknologi Te;lﬁksananirai kegiatan keglatan
urusan an retaksanaan Urnum Kepegawaian, Penataan informasi berbasis anais pengelolaan arsiparis
Perencanaan, Tl dan dan Keuangan Ortala komputer keuangan
Pelaporan

. . 1. Persentase penyiapan 1. Persentase 1. Persentase Persentase
1. Persentase penyiapan 1. Persentase penyiapan bahan pelall:saglaarr’n perancangan pengelotaan uang pelaksanaan
bahan pelaksanaan. pelaksanaan urusan surat penyusunan formasl, pengembangan persedian yang kegiatan
program, dan menyurat, arsip, pendataan dan TI yang akuntabel; pengelolaan
:m%ag;rs:ﬁ yangara perlenglrpan, S pengembangan pegawali, terdokumentasi; 2. Persentase arsip.
ber kualit: Sg tepat o i eama}r:ax‘;, pengusulan  kenaikan 2. Persentase pengelolaan
Wer litas dan tep keprotoalgallan, ubungan pangkat, pemindahan pengembangan pembayaran yang
Paktu, masyarakat, perpustakaan dan mutasi, pengusulan sistem informasi akuntabel dan tepat
. Persentase pengelolaan yang terlaksana secara emberhentian dan saldtii:
teknologi berkualitas dan tepat pem® yang ’
informasi,dan statistik waktu: pensiun serta pengelolaan terdokumentasi; 3. Persentase
ax(: terlalsaia seesn 2. P X lak Sasaran Kerja Pegawai, 3. Persentase pemungutan atau
ierl%u <itas dan tenat - Persentase (;i)e Sanaatl administrasi jabatan pemantauan pembayaran atas
e P peraV\lfz.ltan an g fungsionar, dan kinerja TI yang kewajiban kepada
w ; pemelinaraan gedung, pengurusan BPJS dan terdokumentasi negara yang
- Persentase sarana dan prasarana yang disiplin pegawal,serta dan akuntabel dan tepat
pelaksanaan ) terlaksa.na secara penyusunan laporan ditindaklanjuti. waktu;
pemantauan, eva.luas1 berkualitas dan tepat kepegawalan yang 4. Persentase laporan
dan dokumentasi serta waktu; terlaksana secara pe ggung
pella‘;ﬁ){oran yang 3. Perserllt:lase pelaksanaan berkualitas dan tepat jawaban keuangan
terlaksana secara pengelolaan anggaran, aktu
berkualitas dantepat perbendaharaan akuntansi 2 ‘Ifers entase pelaksanaan Z angt alvtdbel dem
waktu. dan verifikasi, pengelolaan ’ organisasl dan tata epat waktu.
barang milik negara serta laksana yang terlaksana
pell?l;oran keuangan yang secara berkualitas dan
terlaksana secara aktu
berkualitas dan tepat tepat w )
waktu.
Pelaksana Bagian Kesekretariatan Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) s
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B BT Bl L} Bl L]
| [ PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA PELAKSANA KEPAN. ITEBA:AN P!DANA PELAKSANA KEPANITE]?A:AN HUKU'M ‘
| Melaksanakan administrasi Melaksanal:{a.n admu}lstram Melaksanalj:a.n administrasi
| perkara dibidang perdata perkara dibidang pidana perkara dibidang hukum I
| : \ i
I Terlaksananya administrasi perkara dibidang Terlaksananya administrasi perkara dIbidang pidana secara Terlaksananya pengolahan data perkara
| | perdata secara elfektif dan efisien efektif pengarsipan, humas dan pelaporan l
} 4
g i 1. Menerima dan memberi nomor berkas Perkara Pidana Biasa dari Melaksanakan Pengumpulan,
@\ | | 1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan JPU; Pengelolaan dan Penyajian Data I
E Kelengkapan Berkas Perkara Perdata; 2. Menerima pelimpahan berkas Perkara acara pemeriksaan singkat Perkara;
5 l l 2. Melaksanakan Reglstrasi Perkara Gugatan dan dari JPU dan meneruskan ke KPN/WKPN melalui Panitera; Melaksanakan Penyajian Statistik I
Permohonan; 3. Menerima dan meneliti berkas Pidana cepat dari penyidik; .
Py I | 3. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di 4. Menerima dan meneliti berkas Pidana lalu lintas dari penyidik; fllelil;ai{ra’ it B —_—
ﬂ I Register untuk diteruskan kepada Ketua 5. Menerima, meneliti dan memberi nomor berkas Perkara pidana P e axsar ;nl enyus;l’ al:lar an l
2 - anak; engiriman Pelaporan Perkara;
l Ma_]ehs: Hekaa berdasarl.can Penetapan . . 6. Menerima permohonan penetapan diversi dari penyidik/JPU dan Melaksanakan Penataan,
I | Permnjuken. Haldm dari Ketus Pengadilan Negeo memeriksa kelengkapan permohonan dan persyaratan; Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip
Dumai; . . - 4 ? .
’ : < 7. Memeriksa draft penetapan diversi untuk ditandatangani KPN; Perkara;
2 I l 4. Melaksanakan Penerm}aan Kembah. bf_:rkas . 8. Menerima permohonan praperadilan dan meneliti kelengkapan; Melak: akan P 3 P lol I
m Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi 9. Menerima permohonan banding dari pembanding g € Psan 1 :Llylali)an, engelolaan
< | | 5. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat 10. Menerima berkas yang dimohonkan Banding dari Panitera an renyajian Behen-DEbary ang
Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir; i/Mi H berkaitan dengan Transparansi
I pa AK yi £ ; 5 Pengganti/Minutasi;
E i 6. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan 11. Menerima dan memeriksa memori Banding atau kontra memori Perllfair a; Ak I
/] | Putusan Tingkat Bandlng,. Kasasi dan Peninjauan Banding; Melaksanakan Penghimpunan
i Kembalir kepada para pihak; 12. Menerima permohonan Kasasi; Pengaduan dari masyarakat.
E | 7. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman berkas 13. Memeriksa persyaratan formil permohonan pernyataan Kasasi; I
[5) | Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan 14. Menerima permohonan serta alasan Peninjauan Kembali dari JPU
[V | I Peninjauan Kembali; atau terpidana/ahli waris; '
8. Melaksanakan Pengawasan terhadap 15. Meneqma berkas perlw':ara dari Mahkamah Agu{lg dan mput‘SIPP; l
l l Pemberitahuan isi Putusan upaya hukum kepada 16. Menerima st}rat salinan permohona.n Grasi yang ditujukan
para Pihak dan Menyampaikan Relaas Penyerahan kepada Presiden dan terpidana atau kuasa hukumnya atau I
| sl . . . keluarga terpidana untuk diteruskan kepada KPN/WKPN melalui
| isi putusan kepada Pengadilan Tinggl Riau dan Panitera:
| l Mahkamah Agung; . . . 17. Meneliti permohonan apakah memenuhi syarat formal atau tidak '
9. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi; . 18. Menerima, meneliti surat permohonan izin persetujuan
| | 10. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi; penyitaan/penggeledahan dari penyidik;
i 11. reilaksanakan P el;);imkanan Berllzuas I?Ykal'a yang 19. Menerima, meneliti surat permohonan perpanjangan penahanan I
lum mempunyal Kekuatan Hukum Tetap; dari penyidik/JPU;
I I 12. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang 20. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada l
- s mwm s omm wl sudah berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera pemohon;
Muda Hukum. 21. Memeriksa kelengkapan berkas.
~ Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)
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Pejabat Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

l

Sy,

PELAKSANA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan,
Teknologi Informasl dan Pelaporan;

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan
Keuangan;

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan
Kepegawalan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

v

v

Terlaksananya Penyiapan Bahan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan,
Teknalogi Informasi dan Pelaporan

Terlaksananya Penyiapan bahan Pelaksanaan Umum dan
Keuangan

v

v

.

Terlaksananya Penyiapaan Bahan Pelaksanaan Urusan
Kepegawaian, Penaaan Organisasi dan Tata Laksana;

v

1. Pengajuan Perencanaan Anggaran

DIPA;

Pengajuan Revisl Anggaran DIPA;

Melakukan Sinkronisasi SIPP Ke MIS,

Server Mahkamah Agung, Pengadlian

Tinggi dan Website;

Melakukan Backup Database SIPP;

Pengelolaan Aplikaai SIPP, e-Court

dan E-Berpadu;

Melakukan Pengiriman Putusan Ke

Direktori Putusan MA;

Melakukan Update Informasi Konten

Website dan Media Sosial;

8. Pengelolaan Jaringan LAN dan
Jaringan Internet;

9. Pemeliharaan Infrastruktur TI;

10. Penyusunan Laporan Tahunan;

11. Penyusunan Laporan SAKIP (IKU,
Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan
LKjIP);

12. Penginputan Data E-Monev
Bappenas;

13. Penginputan Data E-Sakip Komdanas
MA RI;

14. Membuat monev capaian kinerja
Sakip per triwulan.

w N

N ok

1. Persentase pencatatan data kepegawaian secara
elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat
waktu;

2. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk

mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu;

3. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG, terusan

penghasilan/gaj, uang muka gaji, uang lembur, ,UM,
honorarium, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.

4. Persentase permintaaan BP, ADK perubahan data pegawai,

ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang
tepat waktu;

5. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian

pembayaran (SKPP) yang tepat waktu;

6. Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang

akurat dan tepat waktu.

7. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu;
8. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat

waktu;

9. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat
waktu;

10. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat
waktu;

11. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu;

12. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan
aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu;

13. Persentase kegiatan penyajian Inforrnasi dan pengumpulan
dokumentasi;

14. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor
lainnya yang akuntabel dan tepat waktu;

15. Persentase pengiriman surat-surat melalui POS dan jasa
expedisi lainnya yang tepat waktu.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

Melaksanakan usulan kenaikan pangkat Hakim
dan Pegawai;

Menyelesaikan surat kenaikan gaji berkala Hakim
dan Pegawai

Melaksanakan pengelolaan cuti Hakim dan
Pegawai;

Menyelesaikan dokumen pelantikan dan/atau
pengambilan sumpah jabatan;

Melaksanakan pengelolaan SKP dan Capaian
Kinerja;

Melaksanakan monitoring data dan dokumen
melalui aplikasi SIKEP;

Mengkoordinasikan pelaksanaan BAPERJAKAT
Melaksanakan penyiapan daftar hadir masuk dan
pulang;

Melaksanakan evaluasi;

Melaksanakan dokumentasi serta penyusunan
laporan;

Menyiapkan surat rekomendasi Tim Pemeriksa
Penegakan Disiplin Pegawai;

Menyiapkan pengantar Hukuman Disiplin Hakim
dan Pegawal;

Melaksanakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan
Kepangkatan (DUK);

Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan
Senioritas (DUS);

Melaksanakan penyiapan Bezetting Hakim dan
Pegawai;

Melaksanakan penataan dokumen kepegawaian;
Melaksanakan Organisasi dan Tata Laksana.

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)
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